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Mengingat

a.

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung

- tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar
tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tingg;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada  huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan
Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republil< Indonesia Nomor 43535);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pcmerintahan Dacrah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844};



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.
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Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan
Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan
Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) han sejak
diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan
Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh
Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggall5 Aemstva 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOFICARDO

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Kepala Badan Pemeriksa Kenangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Pimpinan DPRD Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
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HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- TAHUN ANGGARAN 2014
1. KEBIJAKAN UMUM
l. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014 memprioritaskan program dan kegiatan bidang infrastruktur
jalan dan jembatan, yang mendukung dan bersinergl dengan pembangunan
jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang pembangunannya di anggarkan
dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014,

2. Program dan kegiatan di sektor pertanian dalam Perubahan APBD Kota
Bandat- Lampung Tahun Anggaran 2014 agar dilaksanakan dalam kerangka
Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sclaras
dengan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan validasl jumlah guru
honor dan selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi
Lampung dalam hal peningkatan kesejahteraan guru honor.

4. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Kota Bandar Lampung agar disempurnakan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
perubahannya, khususnya dalam hal kesesuaian alokasi anggaran dengan
nilai yang tercantum dalam Ragncangan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014.

[I. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung sebelum perubahan sebesar
Rp.1.951.068.817.075,78,- bertambah secbesar Rp.34.204.264.855,48,-
schingga berjumlah sebesar Rp.1.985.273.081.931,26,-
Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp.495.200.463.931,26 -, Dana Pcrimbangan sebesar Rp.1.055.341.192.278,-
Lain-Lain Pendapalan Daerah Yang Sah sebesar Rp.434.731.425.272,-
Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung harus
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi
Semcster | APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014.

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mencantumkan dasar hukum
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum
Rancangan Pcraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan pada
kolom penjelasan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menyecsuaikan alokasi pendapatan
pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Dacrah Yang Sah, Jenis Pendapatan
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan pagu yang tercantum dalam
Perubahan APBD Provinsi Lampung sebesar Rp.85.684.220.519,89



4.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar tidak menganggarkan pendapatan
pad%’ Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi Lampung karena dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tidak
mengganggarkan Pos Bantuan Keuangan untuk Kota Bandar Lampung.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

a. Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD  sebesar

Rp.935.345.110.243,75,- bertambah sebesar Rp.34.915.748.865,44,-
sehingga berjumlah sebesar Rp.970.260.859.109,19,-
Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung
secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat
tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta
merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

b. Belanja Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertumbuhan objektif pada
setidp SKPD, agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. BELANJA LANGSUNG

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan agar
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening
berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya
diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang
akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran
berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa agar berpedoman
kepada Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
dan dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Lampung Selatan
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan veolume peckerjaan
serta memperhitungkan sisa persediaan barang.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menganggarkan penyelenggaraan
orientasi bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang disclenggarakan
oleh Sekrétariat DPRD Kota Metro dengan berkordinasi dengan Badan Diklat
Provinsi Lampung sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ
Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD .

Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kota Bandar Lampung di
luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari
Gubernur Lampung .



7) Penyediaan anggaran pada SKPD
1. Dinas Pendidikan

a: Kegiatan Penyediaan Belanja Administrasi Sekolah Jenjang SD (16.96)

. sebesar Rp.400.000.000,- terdapat wuraian Dbelanja penunjang

" administrasi sekolah (5.2.2.03.10) sebesar Rp.370.337.500,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan
output kegiatan.

b. Kegiatan Penyelenggararaan Cerdas Cermat UUD 1945 (17.86) sebesar

« Rp.76.114.000,- (pergeseran anggaran] terdapat wuraian belanja
honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber (5.2.1.02.01) sebesar
Rp.5.700.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada jenis belanja
barang dan jasa (kode rekening 5.2.2) sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013.

2. Dinas Kesehatan

a. Kegliatan Pembangunan Gedung Kantor (02.03) semula sebesar
Rp.1.685.000.000,- berkurang sebesar Rp.1.616.000.000,- sehingga
berjumlah sebesar Rp.985.234.528,- terdapat uraian belanja modal
pengadaan konstruksi sumur bor (5.2.3.23.12) sebesar Rp.30.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata ditata dalam
kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) semula
sebesar Rp.55.000.000,- bertambah sebesar Rp.94.000.000,- sehingga
berjumlah sebesar Rp.149.000.000,- terdapat uraian :

- belanja modal pengadaan LCD/infocus dan perlengkapannya
(9.2.3.10.12) scbesar Rp.10.000.000,-

- belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) semula
sebesar Rp.30.000.000,- bertambah sebesar Rp.30.000.000,- sehingga
berjumlah sebesar Rp.60.000.000,-

- belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.4.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam Kegiatan

Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor {02.22) semula
sebesar Rp.207.900.000,- berkurang sebesar Rp.5.583.000,- sehingga
berjumlah sebesar Rp.202.317.000,- terdapat uraian belanja piket/jaga
malam/sahur (5.2.1.02.04) sebesar Rp.260.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan
judul dan output kegiatan.

4. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) semula
sebesar Rp.100.000.000,- bertambah sebesar Rp.32.000.000,- sehingga
berjumlah sebesar Rp.240.500.000,- terdapat uraian belanja modal
pengadaan instalasi listrik (5.2.3.25.01) sebesar Rp.135.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata ditata dalam Kegiatan
Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.

5. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kota Bandar Lampung
Kegiatan Fasilitas Lomba kader Peningkatan Kescgjahteraan Keluarga PKK
(18.24) sebesar Rp.320.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian
belanja honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber [5.2.1.02.01)
sebesar Rp.188.000.000,-



Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada jenis belanja
barang dan jasa (kode rekening 5.2.2) sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

. Sekretariat DPRD

Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna (15.25) sebesar Rp.510.825.000,-
(pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja honorarium tenaga ahli/
instruktur/ narasumber [5.2.1.02.01) sebesar Rp.45.500.000,-

Agar uralan belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada jenis belanja
barang dan jasa (kode rekening 5.2.2} sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013.

. Dinas Pendapatan Daecrah Kota Bandar Lampung

a.Kegiatan Penilaian Individu dan Verifikasi Objek Pajak Bumi dan
Bangunan (17.33) sebesar Rp.211.923.200,- (pergeseran anggaran)
terdapat uraian :

- belanja modal pengadaan komputer (5.2.3.12) sebesar
Rp.20.000.000,- |

- belanja  modal pengadaan  printer [5.2.3.12.04) sebesar
Rp.2.000.000,-

Agar uralan belanja kegiatan tersebut di atas ditata ditata dalam
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemungutan PBB Kota Bandar Lampung
(17.84) sebesar Rp.783.631.000,- (pergeseran anggaran) terdapat
uraian belanja modal pengadaan almari (5.2.3.11.02) sebesar
Rp.60.000.000,-

c. Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UPTD
Dipenda Tahun 2014 (95.01j scbesar Rp.400.000.000,- (pergeseran
anggaran) terdapat uraian belanja modal pengadaan alman
(5.2.3.11.02) sebesar Rp.22.800.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf b dan huruf ¢ tersebut di atas ditata
ditata dalam Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor pada SKPD .
yang bersangkutan.

. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Barang
Milik Daerah dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah (17.04]
sebesar Rp.181.123.500,- terdapat uraian belanja transportasi, uang saku,
akomodas! dan konsumsi (5.2.2.03.15) sebesar Rp.100.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan
judul dan output kegiatan.

. Dinas Komunikasi dan Informatika ,
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (06.01) semula sebesar Rp.56.600.000,- berkurang sebesar
Rp.4.210.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.52.390.000,- terdapat
uraian belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar
Rp.6.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam Kegiatan
Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDH® FICARDO
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